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Abstrak 

Kesenjangan digital telah menjadi isu yang semakin mendesak di era digital ini, dengan dampak
yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena
kesenjangan digital dari perspektif sosio-politik, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan
kesenjangan digital, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.  Pendekatan ini
memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam
mengatasi kesenjangan digital dan mempromosikan inklusi digital untuk semua lapisan masyarakat.
Kata Kunci: kesenjangan digital, kesejahteraan sosial, analisis sosio-politik
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kesenjangan  digital  telah  menjadi  isu  yang  semakin  merajalela  di  seluruh  dunia,

memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial,  ekonomi, dan politik. Dalam era di mana
teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung perkembangan masyarakat,
kesenjangan digital menjadi suatu hal yang tak dapat diabaikan. Fenomena ini tidak hanya
menunjukkan  kesenjangan  akses  terhadap  teknologi,  tetapi  juga  mencerminkan
ketidaksetaraan  dalam  kemampuan  untuk  memanfaatkan  teknologi  tersebut  untuk
kepentingan pribadi, sosial, dan ekonomi.

Analisis  kesenjangan  digital  tidak  bisa  terlepas  dari  konteks  sosio-politik  yang
menyertainya. Di balik setiap perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi digital,
terdapat faktor-faktor sosial dan politik yang memengaruhi kondisi tersebut. Pertimbangan
seperti  struktur  ekonomi,  kebijakan  publik,  infrastruktur  teknologi,  dan  faktor  budaya
memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  tingkat  kesenjangan  digital  suatu
masyarakat.

Pada  tingkat  sosial,  kesenjangan  digital  dapat  menyebabkan  perpecahan  dalam
masyarakat, memperdalam jurang antara kelompok yang memiliki akses teknologi dengan
yang tidak memiliki akses. Ini dapat mengakibatkan pembentukan kelas-kelas yang berbeda
dalam  masyarakat,  di  mana  mereka  yang  mampu  memanfaatkan  teknologi  memiliki
keunggulan  yang  signifikan  dalam  akses  informasi,  peluang  pekerjaan,  pendidikan,  dan
layanan kesehatan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses serupa.

Dari sudut pandang politik, kesenjangan digital juga memiliki implikasi yang cukup
besar.  Pemerintah  dan  lembaga-lembaga  politik  memiliki  tanggung  jawab  untuk
menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  inklusi  digital  bagi  semua  warga  negara.
Kebijakan  publik  yang  tepat  dapat  membantu  mengurangi  kesenjangan  digital  dan
memastikan  bahwa  teknologi  digital  digunakan  sebagai  alat  untuk  memajukan
kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Selain  itu,  kesenjangan  digital  juga  memiliki  dampak  yang  kompleks  terhadap
ekonomi suatu negara.  Di  satu sisi,  teknologi  digital  dapat menjadi motor pertumbuhan
ekonomi dan inovasi.  Namun, di sisi lain, ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan
teknologi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam  konteks  inisiatif  global  seperti  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)
yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesenjangan digital diakui sebagai salah
satu hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang
mendalam  tentang  kesenjangan  digital  dan  dampaknya  terhadap  kesejahteraan  sosial
sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

Metode Penelitian
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Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan data
primer  dan  sekunder  untuk  menganalisis  kesenjangan  digital  dan  dampaknya  terhadap
kesejahteraan  sosial  dari  perspektif  sosio-politik.  Berikut  adalah  langkah-langkah  yang
akan diambil dalam metodologi penelitian ini:

1. Pengumpulan Data Primer:
 Wawancara:  Melakukan  wawancara  mendalam  dengan  berbagai  pihak

terkait, seperti ahli teknologi informasi, pegiat sosial,  pejabat pemerintah,
dan masyarakat umum. Wawancara ini akan bertujuan untuk memahami
pandangan  mereka  tentang  kesenjangan  digital,  faktor-faktor  yang
menyebabkannya, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

 Fokus  Kelompok:  Mengadakan  diskusi  kelompok  terarah  dengan
masyarakat  dari  berbagai  lapisan  dan  wilayah  untuk  mendapatkan
wawasan  yang  lebih  luas  tentang  persepsi  mereka  terhadap  akses  dan
penggunaan teknologi digital serta tantangan yang mereka hadapi dalam
menghadapi kesenjangan digital.

2. Analisis Data Sekunder:
 Kajian  Literatur:  Melakukan  tinjauan  terhadap  literatur  terkait  dari

berbagai  sumber  seperti  jurnal  ilmiah,  laporan  riset,  dan  publikasi
pemerintah untuk memahami teori-teori dan temuan empiris terkait dengan
kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

 Analisis  Kebijakan:  Mengumpulkan  data  tentang  kebijakan  dan  program
yang  telah  diimplementasikan  oleh  pemerintah  dan  organisasi  non-
pemerintah  dalam  upaya  mengurangi  kesenjangan  digital.  Ini  akan
membantu  dalam  mengevaluasi  efektivitas  langkah-langkah  yang  telah
diambil dan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki.

3. Analisis Data:
 Analisis  Tema:  Data kualitatif  yang diperoleh dari  wawancara dan fokus

kelompok akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk
mengidentifikasi  pola,  tren,  dan temuan kunci terkait kesenjangan digital
dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

 Analisis Kebijakan: Data kebijakan akan dievaluasi untuk memahami sejauh
mana kebijakan yang ada telah berhasil mengatasi kesenjangan digital dan
menilai kesesuaian serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

4. Validasi Data:
 Triangulasi:  Menggunakan  metode  triangulasi  dengan  membandingkan

temuan dari data primer dan sekunder serta membandingkan pandangan
dari  berbagai  pihak terkait  untuk memastikan keabsahan dan keandalan
temuan penelitian.

 Peer  Review:  Melibatkan  ahli-ahli  terkait  untuk  melakukan  peer  review
terhadap analisis dan temuan penelitian guna memperkuat validitas hasil
penelitian.

5. Penyajian Temuan:
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 Penulisan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang menyajikan temuan
secara  sistematis  berdasarkan  analisis  data  primer  dan  sekunder  serta
memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  relevan  untuk  mengatasi
kesenjangan digital dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Melalui  pendekatan  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman
yang  lebih  dalam  tentang  kompleksitas  kesenjangan  digital  dan  dampaknya  terhadap
kesejahteraan  sosial,  serta  memberikan  panduan  bagi  pembuat  kebijakan  dalam
merancang  strategi  yang  efektif  untuk  mengurangi  kesenjangan  digital  dan
mempromosikan inklusi digital bagi semua lapisan masyarakat.

PEMBAHASAN
Kesenjangan  digital,  yang  merupakan  divisi  atau  kesenjangan  antara  individu,

kelompok,  atau  wilayah  dalam  akses,  penggunaan,  pemahaman,  atau  pemanfaatan
teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK),  telah  menjadi  fokus  perhatian  dalam  kajian
sosial-politik  modern.  Fenomena  ini  tidak  hanya  mencerminkan  ketidaksetaraan  akses
terhadap  teknologi,  tetapi  juga  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap
kesejahteraan  sosial  suatu  masyarakat.  Dalam  analisis  sosio-politik  ini,  akan  dibahas
berbagai aspek kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

Pertama-tama, kesenjangan digital dapat menjadi sumber ketidaksetaraan sosial yang
memperdalam  disparitas  ekonomi.  Ketika  sebagian  masyarakat  memiliki  akses  yang
terbatas  atau  tidak  ada  akses  sama  sekali  terhadap  teknologi  informasi,  mereka  akan
tertinggal dalam hal kesempatan ekonomi. Misalnya, individu atau kelompok dengan akses
terbatas terhadap internet atau perangkat teknologi digital mungkin kehilangan akses ke
informasi  tentang  pekerjaan,  pelatihan,  atau  pasar  ekonomi  global.  Hal  ini  dapat
mengakibatkan pembatasan akses terhadap peluang ekonomi dan kemiskinan yang lebih
tinggi di kalangan mereka, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kesejahteraan
sosial.

Kedua, kesenjangan digital juga dapat memperburuk disparitas pendidikan. Di banyak
tempat, akses terhadap teknologi digital menjadi kunci untuk mendapatkan akses terhadap
pendidikan yang berkualitas.  Siswa yang tidak  memiliki  akses  terhadap perangkat  atau
internet  mungkin  kesulitan  mengakses  sumber  daya  pendidikan  online,  materi
pembelajaran digital, atau bahkan komunikasi dengan guru dan sesama siswa. Dampaknya,
kesenjangan digital dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar, di mana
mereka yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital cenderung tertinggal dalam
hal kemampuan pendidikan dan keterampilan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
kesejahteraan sosial dan mobilitas sosial mereka.

Ketiga,  kesenjangan  digital  juga  dapat  menyebabkan  ketidaksetaraan  dalam
partisipasi politik dan akses terhadap informasi. Dengan semakin banyaknya informasi yang
dipertukarkan secara digital, individu atau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap
teknologi digital akan sulit untuk terlibat dalam proses politik, memperoleh akses terhadap
informasi tentang kebijakan publik, atau berpartisipasi dalam diskusi sosial dan politik yang
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berkembang secara online. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap
hak-hak politik dan memperdalam ketidaksetaraan dalam representasi politik, yang pada
akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan sosial dan stabilitas politik suatu masyarakat.

Keempat,  kesenjangan  digital  juga  dapat  mempengaruhi  akses  terhadap  layanan
kesehatan dan kesejahteraan sosial. Di era digital, banyak layanan kesehatan dan dukungan
kesejahteraan sosial  yang tersedia secara online,  mulai  dari  konsultasi  medis  jarak jauh
hingga  platform  dukungan  mental.  Namun,  bagi  individu  atau  kelompok  yang  tidak
memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, mereka mungkin
tidak dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan risiko
ketidaksetaraan  dalam  kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial,  di  mana  mereka  yang
terpinggirkan  dari  akses  teknologi  digital  akan  memiliki  kesulitan  dalam  mendapatkan
layanan yang mereka butuhkan.

Kelima, kesenjangan digital juga dapat berdampak pada kesenjangan generasi. Dalam
masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi  digital,  generasi  yang lebih muda
mungkin  lebih  terbiasa  dan  terampil  dalam  menggunakan  teknologi  daripada  generasi
yang  lebih  tua.  Ini  dapat  menyebabkan  kesenjangan  generasi  dalam  akses  terhadap
informasi, peluang pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jika
tidak diatasi, kesenjangan generasi ini dapat merugikan kedua kelompok, dengan generasi
yang lebih tua kehilangan akses dan kesempatan yang sama dengan generasi yang lebih
muda, sementara generasi yang lebih muda mungkin kehilangan kearifan dan pengalaman
yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua.

Keenam, kesenjangan digital  juga dapat mengakibatkan polarisasi  dan ketegangan
sosial  dalam  masyarakat.  Di  tengah  akses  yang  tidak  merata  terhadap  informasi  dan
teknologi,  munculnya  kelompok-kelompok  yang  terpinggirkan  secara  digital  dapat
menciptakan  perasaan  ketidakadilan  dan  ketegangan  antar  kelompok.  Kesenjangan  ini
dapat memperdalam divisi dan konflik sosial, dengan kelompok yang kurang terpapar atau
tidak memiliki akses terhadap teknologi digital menjadi semakin terisolasi dan tertinggal
dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Ketujuh,  kesenjangan  digital  juga  memiliki  dampak  ekonomi  yang  signifikan.  Di
banyak  negara,  pengembangan  infrastruktur  digital  dan  akses  yang  merata  terhadap
teknologi  dianggap  sebagai  kunci  untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.
Kesenjangan dalam akses terhadap teknologi dapat menghambat potensi  ekonomi suatu
negara,  dengan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  teknologi  digital
mengalami  kesulitan  dalam mengakses  pasar  global,  menciptakan lapangan kerja,  atau
memanfaatkan  peluang  ekonomi  yang  tercipta  oleh  revolusi  digital.  Dengan  demikian,
kesenjangan digital dapat menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan.

Kesembilan, kesenjangan digital  juga menciptakan tantangan dalam hal keamanan
dan privasi data. Seiring dengan semakin banyaknya informasi yang dipertukarkan secara
digital,  munculnya  kesenjangan  akses  terhadap  teknologi  juga  meningkatkan  risiko
kebocoran  data  dan  penyalahgunaan  informasi  pribadi.  Individu  atau  kelompok  yang
kurang terbiasa dengan teknologi digital mungkin menjadi lebih rentan terhadap serangan
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siber dan manipulasi  informasi,  yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan
privasi mereka.

Kesepuluh, untuk mengatasi kesenjangan digital, diperlukan upaya yang komprehensif
dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta,
dan  masyarakat  sipil.  Langkah-langkah  yang  diperlukan  termasuk  investasi  dalam
infrastruktur  teknologi,  pendidikan  digital  yang  inklusif,  kebijakan  yang  mendukung
inklusivitas  digital,  dan  pengembangan  program  yang  memprioritaskan  akses  dan
keterampilan digital untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama ini
diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa manfaat dari
kemajuan teknologi dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga menciptakan masyarakat
yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Kesenjangan digital merupakan divisi yang semakin jelas antara individu, kelompok,
atau wilayah yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) dengan mereka yang tidak. Hal ini terjadi akibat perbedaan dalam
akses  terhadap  infrastruktur  digital,  keterampilan  teknologi,  dan  kemampuan  untuk
memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Di era digital saat ini, kesenjangan ini telah
menjadi  isu  yang  semakin  mendesak  karena dampaknya yang  luas  terhadap kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Pertama,  kesenjangan  digital  berdampak  pada  akses  terhadap  informasi  dan
pengetahuan. Individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi digital dapat
dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi dan pengetahuan melalui internet.
Mereka dapat mencari informasi tentang topik apa pun,  belajar keterampilan baru,  dan
mengakses sumber daya pendidikan secara online. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki
akses terhadap teknologi digital, akses terhadap informasi dan pengetahuan tersebut akan
sangat  terbatas,  yang  dapat  meningkatkan kesenjangan pengetahuan dan  keterampilan
antara mereka yang terhubung secara digital dan yang tidak.

Kedua, kesenjangan digital juga memengaruhi akses terhadap peluang ekonomi. Di era
di mana internet dan teknologi digital memainkan peran sentral dalam perdagangan dan
bisnis,  individu  atau  bisnis  yang  memiliki  akses  terhadap  teknologi  digital  dapat
memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta oleh revolusi digital. Mereka dapat terlibat
dalam perdagangan internasional, menjual produk atau jasa secara online, dan mengakses
pasar global dengan lebih mudah. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap
teknologi digital, peluang ekonomi ini mungkin sulit dijangkau, yang dapat memperdalam
kesenjangan ekonomi antara mereka yang terhubung secara digital dan yang tidak.

Ketiga, kesenjangan digital juga berdampak pada partisipasi politik dan keterlibatan
dalam proses demokrasi.  Dengan semakin banyaknya informasi politik dan forum diskusi
yang tersedia secara online, individu yang memiliki akses terhadap teknologi digital dapat
dengan mudah terlibat dalam diskusi politik, menyampaikan pendapat mereka, dan terlibat
dalam gerakan sosial atau politik. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap
teknologi  digital,  partisipasi  politik  mereka mungkin terbatas,  yang dapat menghasilkan
ketidaksetaraan dalam representasi politik dan akses terhadap keputusan politik.
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Keempat,  kesenjangan  digital  juga  dapat  mempengaruhi  akses  terhadap  layanan
kesehatan dan kesejahteraan sosial. Di era digital, banyak layanan kesehatan dan dukungan
kesejahteraan sosial  yang tersedia secara online,  mulai  dari  konsultasi  medis  jarak jauh
hingga  platform  dukungan  mental.  Namun,  bagi  individu  atau  kelompok  yang  tidak
memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, mereka mungkin
tidak dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan risiko
ketidaksetaraan  dalam  kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial,  di  mana  mereka  yang
terpinggirkan  dari  akses  teknologi  digital  akan  memiliki  kesulitan  dalam  mendapatkan
layanan yang mereka butuhkan.

Kelima, kesenjangan digital juga dapat berdampak pada kesenjangan generasi. Dalam
masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi  digital,  generasi  yang lebih muda
mungkin  lebih  terbiasa  dan  terampil  dalam  menggunakan  teknologi  daripada  generasi
yang  lebih  tua.  Ini  dapat  menyebabkan  kesenjangan  generasi  dalam  akses  terhadap
informasi, peluang pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jika
tidak diatasi, kesenjangan generasi ini dapat merugikan kedua kelompok, dengan generasi
yang lebih tua kehilangan akses dan kesempatan yang sama dengan generasi yang lebih
muda, sementara generasi yang lebih muda mungkin kehilangan kearifan dan pengalaman
yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua.

Keenam,  kesenjangan  digital  juga  mempengaruhi  akses  terhadap  pendidikan  dan
pembelajaran. Di era di mana teknologi digital telah merambah ke dalam dunia pendidikan,
akses  terhadap internet  dan perangkat digital  menjadi  semakin penting bagi  siswa dan
mahasiswa. Banyak institusi pendidikan yang beralih ke pembelajaran online, sumber daya
belajar  digital,  dan platform e-learning untuk mendukung proses pembelajaran.  Namun,
bagi mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi
digital,  kesempatan  untuk  belajar  dan  mengembangkan  diri  secara  online  mungkin
terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan
dan  pengetahuan,  yang  pada  gilirannya  dapat  memperdalam  kesenjangan  dalam
kemampuan dan peluang kerja di masa depan.

Ketujuh,  kesenjangan  digital  juga  mempengaruhi  inklusi  sosial  dan  kehidupan
komunitas. Di era di mana banyak interaksi sosial dan aktivitas komunitas telah beralih ke
dunia digital, individu atau kelompok yang tidak terhubung secara online mungkin merasa
terpinggirkan  dari  kehidupan  sosial  dan  budaya.  Mereka  mungkin  kehilangan  akses
terhadap  acara  dan  kegiatan  komunitas  yang  diselenggarakan  secara  online,  serta
kesempatan untuk terlibat dalam diskusi dan inisiatif  komunitas yang dilakukan melalui
platform digital. Ini dapat menciptakan perasaan isolasi dan kesepian, serta meningkatkan
risiko terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.

Kedelapan,  kesenjangan  digital  juga  dapat  berdampak  pada  mobilitas  sosial  dan
ekonomi.  Di era di  mana banyak transaksi  keuangan, pencarian pekerjaan,  dan peluang
bisnis dilakukan secara online, individu atau kelompok yang tidak terhubung secara digital
mungkin  mengalami  kesulitan dalam meningkatkan status  sosial  atau ekonomi  mereka.
Mereka  mungkin  kehilangan  akses  terhadap  informasi  tentang  lowongan  pekerjaan,
pelatihan  keterampilan,  atau  peluang  usaha  yang  tersedia  secara  online.  Hal  ini  dapat
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memperdalam  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  antara  mereka  yang  terhubung  secara
digital dan yang tidak.

Kesembilan,  kesenjangan  digital  juga  dapat  mempengaruhi  keamanan  dan  privasi
individu atau kelompok. Di era di mana banyak data pribadi disimpan dan ditransfer secara
digital,  mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam mengelola informasi
digital mereka mungkin rentan terhadap pelanggaran privasi dan kebocoran data. Mereka
mungkin  tidak  memiliki  pengetahuan  atau  alat  yang  diperlukan  untuk  melindungi  diri
mereka dari serangan cyber atau pencurian identitas. Hal ini dapat meningkatkan risiko
keamanan dan merugikan mereka yang tidak terlindungi secara digital.

Kesepuluh,  kesenjangan  digital  juga  dapat  memperdalam  ketidaksetaraan  dalam
akses terhadap pelayanan publik dan keadilan sosial. Di banyak negara, pemerintah telah
beralih ke  layanan online  untuk menyediakan layanan publik  seperti  pendaftaran kartu
identitas, pengajuan pajak, dan layanan kesehatan. Bagi mereka yang tidak memiliki akses
atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, akses terhadap layanan-layanan
ini mungkin terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap
hak-hak  dasar  dan  kebutuhan  masyarakat,  serta  memperdalam  kesenjangan  dalam
keadilan sosial dan ekonomi.

Kesimpulan
Dalam  konteks  era  digital  yang  terus  berkembang,  kesenjangan  digital  menjadi

semakin  penting  untuk  diperhatikan  karena  berpotensi  memperdalam  ketidaksetaraan
dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Analisis sosio-politik terhadap
kesenjangan digital  menyoroti  bahwa fenomena ini  tidak hanya berkaitan dengan akses
terhadap teknologi digital, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi seperti akses terhadap
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Kesenjangan digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial
masyarakat,  dengan melahirkan berbagai  tantangan yang perlu ditangani  secara serius
oleh  pemerintah,  lembaga  internasional,  dan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Untuk
mengatasi  kesenjangan  digital,  diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  inklusif  yang
melibatkan  kolaborasi  antara  sektor  publik,  swasta,  dan  masyarakat  sipil  dalam
memperluas akses, meningkatkan keterampilan digital, serta menciptakan lingkungan yang
mendukung bagi semua individu untuk terlibat dalam dunia digital.

Dalam mengejar  pembangunan  berkelanjutan,  kesenjangan digital  harus  dipahami
sebagai bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan.  Ini  menuntut  perubahan  dalam  kebijakan  dan  praktik  yang  memastikan
bahwa  setiap  individu  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mengakses  dan
menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 
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	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Kesenjangan digital telah menjadi isu yang semakin merajalela di seluruh dunia, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung perkembangan masyarakat, kesenjangan digital menjadi suatu hal yang tak dapat diabaikan. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kesenjangan akses terhadap teknologi, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk kepentingan pribadi, sosial, dan ekonomi.
	Analisis kesenjangan digital tidak bisa terlepas dari konteks sosio-politik yang menyertainya. Di balik setiap perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi digital, terdapat faktor-faktor sosial dan politik yang memengaruhi kondisi tersebut. Pertimbangan seperti struktur ekonomi, kebijakan publik, infrastruktur teknologi, dan faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kesenjangan digital suatu masyarakat.
	Pada tingkat sosial, kesenjangan digital dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, memperdalam jurang antara kelompok yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak memiliki akses. Ini dapat mengakibatkan pembentukan kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat, di mana mereka yang mampu memanfaatkan teknologi memiliki keunggulan yang signifikan dalam akses informasi, peluang pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses serupa.
	Dari sudut pandang politik, kesenjangan digital juga memiliki implikasi yang cukup besar. Pemerintah dan lembaga-lembaga politik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi digital bagi semua warga negara. Kebijakan publik yang tepat dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa teknologi digital digunakan sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
	Selain itu, kesenjangan digital juga memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi suatu negara. Di satu sisi, teknologi digital dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, di sisi lain, ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan teknologi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
	Dalam konteks inisiatif global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesenjangan digital diakui sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini.
	Metode Penelitian
	Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder untuk menganalisis kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dari perspektif sosio-politik. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam metodologi penelitian ini:
	1. Pengumpulan Data Primer:
	Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti ahli teknologi informasi, pegiat sosial, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Wawancara ini akan bertujuan untuk memahami pandangan mereka tentang kesenjangan digital, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.
	Fokus Kelompok: Mengadakan diskusi kelompok terarah dengan masyarakat dari berbagai lapisan dan wilayah untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang persepsi mereka terhadap akses dan penggunaan teknologi digital serta tantangan yang mereka hadapi dalam menghadapi kesenjangan digital.
	2. Analisis Data Sekunder:
	Kajian Literatur: Melakukan tinjauan terhadap literatur terkait dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan riset, dan publikasi pemerintah untuk memahami teori-teori dan temuan empiris terkait dengan kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.
	Analisis Kebijakan: Mengumpulkan data tentang kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan digital. Ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki.
	3. Analisis Data:
	Analisis Tema: Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan fokus kelompok akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan kunci terkait kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.
	Analisis Kebijakan: Data kebijakan akan dievaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada telah berhasil mengatasi kesenjangan digital dan menilai kesesuaian serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.
	4. Validasi Data:
	Triangulasi: Menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan temuan dari data primer dan sekunder serta membandingkan pandangan dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian.
	Peer Review: Melibatkan ahli-ahli terkait untuk melakukan peer review terhadap analisis dan temuan penelitian guna memperkuat validitas hasil penelitian.
	5. Penyajian Temuan:
	Penulisan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang menyajikan temuan secara sistematis berdasarkan analisis data primer dan sekunder serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
	Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan digital dan mempromosikan inklusi digital bagi semua lapisan masyarakat.
	PEMBAHASAN
	Kesenjangan digital, yang merupakan divisi atau kesenjangan antara individu, kelompok, atau wilayah dalam akses, penggunaan, pemahaman, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah menjadi fokus perhatian dalam kajian sosial-politik modern. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap teknologi, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Dalam analisis sosio-politik ini, akan dibahas berbagai aspek kesenjangan digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.
	Pertama-tama, kesenjangan digital dapat menjadi sumber ketidaksetaraan sosial yang memperdalam disparitas ekonomi. Ketika sebagian masyarakat memiliki akses yang terbatas atau tidak ada akses sama sekali terhadap teknologi informasi, mereka akan tertinggal dalam hal kesempatan ekonomi. Misalnya, individu atau kelompok dengan akses terbatas terhadap internet atau perangkat teknologi digital mungkin kehilangan akses ke informasi tentang pekerjaan, pelatihan, atau pasar ekonomi global. Hal ini dapat mengakibatkan pembatasan akses terhadap peluang ekonomi dan kemiskinan yang lebih tinggi di kalangan mereka, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kesejahteraan sosial.
	Kedua, kesenjangan digital juga dapat memperburuk disparitas pendidikan. Di banyak tempat, akses terhadap teknologi digital menjadi kunci untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak memiliki akses terhadap perangkat atau internet mungkin kesulitan mengakses sumber daya pendidikan online, materi pembelajaran digital, atau bahkan komunikasi dengan guru dan sesama siswa. Dampaknya, kesenjangan digital dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar, di mana mereka yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital cenderung tertinggal dalam hal kemampuan pendidikan dan keterampilan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan sosial dan mobilitas sosial mereka.
	Ketiga, kesenjangan digital juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dan akses terhadap informasi. Dengan semakin banyaknya informasi yang dipertukarkan secara digital, individu atau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital akan sulit untuk terlibat dalam proses politik, memperoleh akses terhadap informasi tentang kebijakan publik, atau berpartisipasi dalam diskusi sosial dan politik yang berkembang secara online. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak politik dan memperdalam ketidaksetaraan dalam representasi politik, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan sosial dan stabilitas politik suatu masyarakat.
	Keempat, kesenjangan digital juga dapat mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Di era digital, banyak layanan kesehatan dan dukungan kesejahteraan sosial yang tersedia secara online, mulai dari konsultasi medis jarak jauh hingga platform dukungan mental. Namun, bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, mereka mungkin tidak dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidaksetaraan dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial, di mana mereka yang terpinggirkan dari akses teknologi digital akan memiliki kesulitan dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
	Kelima, kesenjangan digital juga dapat berdampak pada kesenjangan generasi. Dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, generasi yang lebih muda mungkin lebih terbiasa dan terampil dalam menggunakan teknologi daripada generasi yang lebih tua. Ini dapat menyebabkan kesenjangan generasi dalam akses terhadap informasi, peluang pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jika tidak diatasi, kesenjangan generasi ini dapat merugikan kedua kelompok, dengan generasi yang lebih tua kehilangan akses dan kesempatan yang sama dengan generasi yang lebih muda, sementara generasi yang lebih muda mungkin kehilangan kearifan dan pengalaman yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua.
	Keenam, kesenjangan digital juga dapat mengakibatkan polarisasi dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Di tengah akses yang tidak merata terhadap informasi dan teknologi, munculnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara digital dapat menciptakan perasaan ketidakadilan dan ketegangan antar kelompok. Kesenjangan ini dapat memperdalam divisi dan konflik sosial, dengan kelompok yang kurang terpapar atau tidak memiliki akses terhadap teknologi digital menjadi semakin terisolasi dan tertinggal dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.
	Ketujuh, kesenjangan digital juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di banyak negara, pengembangan infrastruktur digital dan akses yang merata terhadap teknologi dianggap sebagai kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesenjangan dalam akses terhadap teknologi dapat menghambat potensi ekonomi suatu negara, dengan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital mengalami kesulitan dalam mengakses pasar global, menciptakan lapangan kerja, atau memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta oleh revolusi digital. Dengan demikian, kesenjangan digital dapat menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
	Kesembilan, kesenjangan digital juga menciptakan tantangan dalam hal keamanan dan privasi data. Seiring dengan semakin banyaknya informasi yang dipertukarkan secara digital, munculnya kesenjangan akses terhadap teknologi juga meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Individu atau kelompok yang kurang terbiasa dengan teknologi digital mungkin menjadi lebih rentan terhadap serangan siber dan manipulasi informasi, yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan privasi mereka.
	Kesepuluh, untuk mengatasi kesenjangan digital, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah yang diperlukan termasuk investasi dalam infrastruktur teknologi, pendidikan digital yang inklusif, kebijakan yang mendukung inklusivitas digital, dan pengembangan program yang memprioritaskan akses dan keterampilan digital untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa manfaat dari kemajuan teknologi dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.
	Kesenjangan digital merupakan divisi yang semakin jelas antara individu, kelompok, atau wilayah yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan mereka yang tidak. Hal ini terjadi akibat perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur digital, keterampilan teknologi, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Di era digital saat ini, kesenjangan ini telah menjadi isu yang semakin mendesak karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.
	Pertama, kesenjangan digital berdampak pada akses terhadap informasi dan pengetahuan. Individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi digital dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi dan pengetahuan melalui internet. Mereka dapat mencari informasi tentang topik apa pun, belajar keterampilan baru, dan mengakses sumber daya pendidikan secara online. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital, akses terhadap informasi dan pengetahuan tersebut akan sangat terbatas, yang dapat meningkatkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antara mereka yang terhubung secara digital dan yang tidak.
	Kedua, kesenjangan digital juga memengaruhi akses terhadap peluang ekonomi. Di era di mana internet dan teknologi digital memainkan peran sentral dalam perdagangan dan bisnis, individu atau bisnis yang memiliki akses terhadap teknologi digital dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta oleh revolusi digital. Mereka dapat terlibat dalam perdagangan internasional, menjual produk atau jasa secara online, dan mengakses pasar global dengan lebih mudah. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital, peluang ekonomi ini mungkin sulit dijangkau, yang dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara mereka yang terhubung secara digital dan yang tidak.
	Ketiga, kesenjangan digital juga berdampak pada partisipasi politik dan keterlibatan dalam proses demokrasi. Dengan semakin banyaknya informasi politik dan forum diskusi yang tersedia secara online, individu yang memiliki akses terhadap teknologi digital dapat dengan mudah terlibat dalam diskusi politik, menyampaikan pendapat mereka, dan terlibat dalam gerakan sosial atau politik. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital, partisipasi politik mereka mungkin terbatas, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam representasi politik dan akses terhadap keputusan politik.
	Keempat, kesenjangan digital juga dapat mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Di era digital, banyak layanan kesehatan dan dukungan kesejahteraan sosial yang tersedia secara online, mulai dari konsultasi medis jarak jauh hingga platform dukungan mental. Namun, bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, mereka mungkin tidak dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidaksetaraan dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial, di mana mereka yang terpinggirkan dari akses teknologi digital akan memiliki kesulitan dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
	Kelima, kesenjangan digital juga dapat berdampak pada kesenjangan generasi. Dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, generasi yang lebih muda mungkin lebih terbiasa dan terampil dalam menggunakan teknologi daripada generasi yang lebih tua. Ini dapat menyebabkan kesenjangan generasi dalam akses terhadap informasi, peluang pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jika tidak diatasi, kesenjangan generasi ini dapat merugikan kedua kelompok, dengan generasi yang lebih tua kehilangan akses dan kesempatan yang sama dengan generasi yang lebih muda, sementara generasi yang lebih muda mungkin kehilangan kearifan dan pengalaman yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua.
	Keenam, kesenjangan digital juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Di era di mana teknologi digital telah merambah ke dalam dunia pendidikan, akses terhadap internet dan perangkat digital menjadi semakin penting bagi siswa dan mahasiswa. Banyak institusi pendidikan yang beralih ke pembelajaran online, sumber daya belajar digital, dan platform e-learning untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri secara online mungkin terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pengetahuan, yang pada gilirannya dapat memperdalam kesenjangan dalam kemampuan dan peluang kerja di masa depan.
	Ketujuh, kesenjangan digital juga mempengaruhi inklusi sosial dan kehidupan komunitas. Di era di mana banyak interaksi sosial dan aktivitas komunitas telah beralih ke dunia digital, individu atau kelompok yang tidak terhubung secara online mungkin merasa terpinggirkan dari kehidupan sosial dan budaya. Mereka mungkin kehilangan akses terhadap acara dan kegiatan komunitas yang diselenggarakan secara online, serta kesempatan untuk terlibat dalam diskusi dan inisiatif komunitas yang dilakukan melalui platform digital. Ini dapat menciptakan perasaan isolasi dan kesepian, serta meningkatkan risiko terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.
	Kedelapan, kesenjangan digital juga dapat berdampak pada mobilitas sosial dan ekonomi. Di era di mana banyak transaksi keuangan, pencarian pekerjaan, dan peluang bisnis dilakukan secara online, individu atau kelompok yang tidak terhubung secara digital mungkin mengalami kesulitan dalam meningkatkan status sosial atau ekonomi mereka. Mereka mungkin kehilangan akses terhadap informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, atau peluang usaha yang tersedia secara online. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka yang terhubung secara digital dan yang tidak.
	Kesembilan, kesenjangan digital juga dapat mempengaruhi keamanan dan privasi individu atau kelompok. Di era di mana banyak data pribadi disimpan dan ditransfer secara digital, mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam mengelola informasi digital mereka mungkin rentan terhadap pelanggaran privasi dan kebocoran data. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan atau alat yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari serangan cyber atau pencurian identitas. Hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan dan merugikan mereka yang tidak terlindungi secara digital.
	Kesepuluh, kesenjangan digital juga dapat memperdalam ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik dan keadilan sosial. Di banyak negara, pemerintah telah beralih ke layanan online untuk menyediakan layanan publik seperti pendaftaran kartu identitas, pengajuan pajak, dan layanan kesehatan. Bagi mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, akses terhadap layanan-layanan ini mungkin terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar dan kebutuhan masyarakat, serta memperdalam kesenjangan dalam keadilan sosial dan ekonomi.
	Kesimpulan
	Dalam konteks era digital yang terus berkembang, kesenjangan digital menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena berpotensi memperdalam ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Analisis sosio-politik terhadap kesenjangan digital menyoroti bahwa fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi digital, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
	Kesenjangan digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, dengan melahirkan berbagai tantangan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah, lembaga internasional, dan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengatasi kesenjangan digital, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam memperluas akses, meningkatkan keterampilan digital, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu untuk terlibat dalam dunia digital.
	Dalam mengejar pembangunan berkelanjutan, kesenjangan digital harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menuntut perubahan dalam kebijakan dan praktik yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
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